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Menimbang : a. bahwa dalam rangfua urendorong upaya pemingkatan kinerja
serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
barang dan pemeriksa banang Kabupaten Halmahera Barat
Tahun Anggaran 2OL7, maka dipandang perlu dibentuk
Panitia Pembelian dan pemeriksa barang dimaksud;

b" bahwa mereka yaitg difirrrjuk dalarn Keplrttrsan ini, dianggap

manepu aan mfuenutri syirat untr.lk diangfut sebagai Pardtia
Pembelian Barang dan Pemeriksa Barang dimaksud;

c" batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputrrsan Bupati
irrrt ,,s pembentukan- Panitia Pembelian Barang dan
pemer*sa Barang Kabupate.tr Halmahma Barat Tahun
Anggaran 2O17;

Mengingat : I" Undanrundang Nomor 6_O_ Tahun 1958 tentang Fenetapan
undang-undans Nomor 23 Dartrrat Tahun L957 tentang
Pembentukan baerah-daeratr swatantra Tifltkat II Dalam
wilayah Daerah srratarrtra.Ti(}gkat I Mahlku m.emiadi uudurg:-
undang;

2. Undanlundang Nomor 6 Tahun 2OOO terrtang Perubahan atas
Undanlundang Nomor 46 Tahun 7999 tentang Fembentulo,n
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten
Maluku Tenggara Barat;

3. Undalg-*11d*.g Noslor 1 Tatrrun 2OO3 te'mt"ang Pernbe'mtukan

Kabr.lpiten Halrnahera LJtgra, Kabupaten Halmatrera Setratan,

Kabupaten Kepr.dauan sula, Kabupaten Hatrm.ahera Timur dan

Kota ?idore Kepulauan di Provinsi Matuku Utara;
4. Undasg-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tatrun 2oo4 tentang

Perbendaharaan Negara;
6. Undangundang Nornor 33 Tahun 2AO4 tmltang Ferimbangan

Keuangan antara Pemerintah Rrsat dan Daerah;
7. Undan!-undang Nomor 5 Tahun 2Ot4 tentang Aparatur Sipil

Negara;
g. Untang-undang lrlomor 23 Tatrun 2014 tentartg Pemerintatran

Daerah;
g. peraturafl Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana

Perimbangan;
l0.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang

Pengelol*r:r,n Keuangan Daerah;
ll.Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tatrun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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l2.peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6
Tahun 2aL6 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat

Daerah KabuPaten Halmahera Barat;
l3.perat*ran Dleratr Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9

Tahun 2al6 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2AL7;

l4.Peraturan Bupati Halrnahera Barat Nomor 11 Tahun 2015
tentang PenjJbaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun
Anggaran 2Ot7

IIIIMUTUSKAI{ :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Membentuk Panitia Pembelian Barang dan Pemeriksa Barang
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran o'OL7, dengan

*.r".,rirr, Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran
Keputusan ini.

paniiia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam
menjalank* -togu." diberikan honorarium perbulan sesuai

dengan kemampuan keuangan Daerah dengan besaran

sebigaimana teriantum dalam Lampiran I dan II lajur 4
Keputusan ini.

Panitia Pembelian Barang dan Pemeriksa Barang sebagaimana

dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung pelaksanaall
Pembelian Barang dan Pemeriksa Barang Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017 sesuai ketentuan
yang telah ditetaPkan-

segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya
Kelutusan ini aiU"tankan pada Anggaran Pendapatan dan

Beianja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran

Bagian umum dan Perlengkapan setda Kabupaten Halmahera
Barat Tahun Anggaran 2OL7.

Keputusan ini mulai beriaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggat : {2- Sanuara 2Ol7

PEJABAT PARAF

Sekretaris Daerah f^
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko \!r
Kabag. Umum & PerlengkaPan W/
Kabag. Hukum & Orgs tw
Temhusan: DisamPaikan kePada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,

3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
+. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. fatag Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halbar di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan sepedunya'

DN{I{Y MISSY



LAMPIRAN I

TENTANG

: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR :4.^ IKPTS/ 

' 
lzAfi

TANGGAL : \* Sanuarl 2017

: DAFTAR PANITIA PEMBELIAN BARANG KABUPATEN HALMAHERA

BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

NAMA / JABATAN KEDUDUKAN
DALAM PANITIA

BESARAN
HONORARIUM

(RP)
NO

1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

SEKRETARIS DAERAH I{A. HALBAR

KABAG UMUM & PERI,ENGKAPAN

KABAN PKAD KAB. I{ALBAR

PLT. KASUBAG DOKUMENTASI DAN
BANTUAN HKM BAG HUKUM

KASUBAG ORGANISASI BAG.HUKUM

UNSUR BERTANGGUNGJAWAB &
UNIT-UNIT TERKAIT

KETUA

WAKIL KETUA

SEKRETARIS/ANGGO?A

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

2.000.000

1.500.000

l.OOO.OOO

1.000.000

1.000.000

1.000.000

hupeu HALMAHERA BARAT,

PEJABAT PARAF

Sekretaris Daerah A^
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko v
Kabag. Umum & PerlengkaPan Y/
Kabag. Hukum & Orgs TW



LAMPIRANII:KEPUTUSANBUPATIHALMAHERABARAT

NoMoR : 44'A /KPIS/ L l2ol7

TANGGAL : \* lcrninrrr' 2ol7

TENTANG : DAFTAR PANITIA PEMERIKSA BARANG KABUPATEN HALMAHERA

BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

NAMA / JABATAN

1.500.000

1.OOO.OOO

1.000.000

1-000-000

1.OO0.OO0

1.000.000

KETUA

WAKIL KE"TUA

SEKRE-TARISIANGGOTA

ANGGOTA

KASUBAG PERLENGKAPAN DAN
PERENCANAAN BAG. UMUM & PERL

KASUBAG TATA USAHA DAN
KEPEG.AWAIAN BAG. UMUM & PERL

KASUBAG KEUANGAN BPKD

KASUBAG PENGKAJIAN PERUNDANG
-UNDANGAN BAG. HUKUM & ORGS

STAF BAG. UMUM & PERLENGKAPAN

UNSUR PEMAKAI & UNSUR TEKNIS

1

2

.)

4

5

6

PEJABAT PARAF

Sekretaris Daerah f
Ass. tsid. Pemb, Kesra & Eko Ak
Kabag. Umum & PerlengkaPan t,
Kabag. Hukum & Orgs Tal

NO KEDUDUKAN
DALAM TIM

BESARAN
HONORARIUM

(RP)

1 2 3 4

J


